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PENGEMBANGAN PEGAWAI
Pendahuluan
Sumberdaya  manusia atau pegawai merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Membicarakan sumberdaya manusia tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan atau proses manajemen lainnya seperti strategi perencanaan, pengembangan manajemen dan pengembangan organisasi. Keterkaitan antara aspek-aspek manajemen itu sangat erat sekali sehingga sulit bagi kita untuk menghindari dari pembicaraan secara terpisah satu dengan lainnya. 

Faktor sumberdaya manusia sangat menentukan efektivitas organisasi, karena organisasi diciptakan oleh manusia, yang melaksanakannya manusia, dikendalikan oleh manusia serta yang memanfaatkannya juga manusia. Karena itu manusia merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi berjalan tidaknya suatu organisasi dan menentukan tingkat efektivitas suatu organisasi. Karena sifatnya sebagai sumber yang paling penting, sangat logis apabila dalam rangka peningkatan efisiensi kerja, perhatian utama ditujukan pula kepada faktor sumberdaya manusia. Akan tetapi sorotan perhatian tidak boleh hanya ditujukan kepada pemanfaatannya secara maksimal, tetapi juga pengembangannya, perlakuannya dan estafet penggantiannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui bahwa sumberdaya  manusia merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi setiap aspek pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada alinea keempat yang menggariskan bahwa: “Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri.” Uraian pada undang-undang di atas mengandung dua makna penting, pertama bahwa aparatur negara merupakan titik sentral dan faktor kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan kedua bahwa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya  aparaturnya.

Sedarmayanti (2009:27) mengartikan Sumberdaya  manusia sebagai: “…tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi, yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan.” Sedangkan Hasibuan (2000:3) mengartikan Sumberdaya  manusia sebagai: “Semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Keterlibatan bisa berarti penerima manfaat. Keterlibatan juga bisa berarti pemasok input dan pelaksana kegiatan.”

Berbicara masalah sumberdaya  manusia, menurut Sedarmayanti (2009:26) dapat dilihat dari dua aspek yaitu: “Aspek kuantitas menyangkut jumlah Sumberdaya  manusia, dan aspek kualitas menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan lain.” Robbins (1996:82) mengartikan kemampuan sebagai: “kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.” Selanjutnya dijelaskan bahwa kemampuan-kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu: kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Kemampuan intelektual  adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan atau mengerjakan kegiatan mental. Ada tujuh dimensi yang paling sering dikutip yang menyusun kemampuan intelektual, yaitu, kemahiran berhitung, pemahaman (comprehension) verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan (memori). Sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan tangan, kekuatan tungkai, dan keterampilan serupa (Robbins, 1996:82-84).

Selanjutnya sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumberdaya  aparatur, menurut Sedarmayanti (2009:48) dapat dilakukan melalui proses pendidikan, latihan dan pengembangan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sedarmayanti (2009:32-38) pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap kerja; mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari. Latihan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk mengembangkan bakat. Oleh karena itu, latihan diperuntukkan bagi aparatur yang akan segera diberi tugas mengerjakan pekerjaan yang telah ada dalam lembaga. Sedangkan pengembangan diperlukan untuk mempersiapkan aparatur mengerjakan pekerjaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan peningkatan Sumberdaya  manusia tiada lain untuk meningkatkan kinerja Sumberdaya  manusia secara optimal, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja yang diperlukan. Makna produktivitas adalah keinginan (the will) dan upaya (effort) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan disegala bidang (Sedarmayanti, 2009:56). Selanjutnya Sumberdaya  Manusia yang efektif serta produktif  menurut Dale Timpe  (Husein, 2000:12) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat

2. Kompeten secara profesional

3. Kreatif dan inovatif

4. Memahami pekerjaan

5. Belajar dengan “cerdik”, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan

6. Selalu mencari-cari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti

7. Dianggap bernilai oleh atasannya

8. Memiliki catatan prestasi yang baik

9. Selalu meningkatkan diri.

Sedangkan menurut Erich dan Gilmore (Sedarmayanti, 2009:119) bahwa ciri-ciri individu yang produktif adalah:

1. Tindakannya konstruktif

2. Percaya pada diri sendiri

3. Bertanggung jawab

4. Memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan

5. Mempunyai pandangan ke depan

6. Mampu mengatasi persoalan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah

7. Mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungannya (kreatif, imaginatif, dan inovatif).

8. Memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya.

Manusia atau pegawai adalah komponen atau aset yang paling penting yang dimiliki organisasi, meskipun organisasi itu telah memiliki perangkat  teknologi yang paling canggih di dunia. Semua mesin, komputer, peralatan, robot, dan sebagainya, akan menjadi benda mati tanpa ada manusia yang menggerakkan dan membuatnya bekerja. Semua teknologi ini telah membantu mempermudahkan dan mempercepat  pekerjaan manusia, namun manusia akan tetap tidak dapat digantikan. Bila ada pekerjaan yang dapat digantikan oleh mesin, maka manusia akan segera menemukan pekerjaan lain yang lebih kompleks yang tak dapat dilakukan oleh mesin.

Di negara-negara yang lebih maju seperti Jepang, Eropa Barat, dan Amerika Serikat, pengembangan pegawai ini ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat, dan telah menyedot dana yang amat besar, yang besarnya hampir sama dengan biaya pendidikan formal diperguruan tinggi.  Riset dalam bidang ini di Amerika Serikat menemukan fakta bahwa pada akhir tahun 1990, biaya untuk pengembangan pegawai ini telah mencapai 210 milyar dolar pertahun. Bandingkan dengan biaya pendidikan diperguruan tinggi yang mencapai 238 miliar dolar. Hampir sama bukan? (Carnavale, 1984). Ditahun-tahun mendatang, pengembangan pegawai ini tidak akan bertambah surut, tetapi makin bertambah keras gaungnya. Biaya yang dikeluarkan semakin besar, jumlah pegawai yang dididik dan dilatih semakin banyak. Strategi diklatpun akan semakin canggih dan beranekaragam.

Secara umum, organisasi mau mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi pengembangan pegawai mereka sebab organisasi percaya bahwa jatuh bangunnya organisasi akan sangat ditentukan oleh pegawai yang mereka miliki. Namun ada beberapa alasan (rasional) dan tujuan khusus dari proses pengembangan pegawai yaitu seperti yang terlihat berikut ini:
Tujuh Alasan dan Tujuan Pengembangan Pegawai
	No
	Alasan
	Tujuan

	1
	Adanya pegawai baru
	Memberi orientasi pekerjaan kepada pegawai baru

	2
	Adanya peralatan kerja baru
	Mempersiapkan pegawai untuk menggunakan peralatan baru

	3
	Adanya perubahan sistem manajemen/administrasi birokrasi
	Mempersiapkan pegawai bekerja di sistem yang baru

	4
	Adanya standar kualitas kerja yang baru
	Mempersiapkan pegawai agar mampu mencapai standar kualitas kerja yang baru

	5
	Adanya kebutuhan untuk menyegarkan ingatan
	Menyegarkan (refresing) ilmu dan ketrampilan yang dimiliki

	6
	Adanya penurunan dalam hal kinerja pegawai
	Meningkatkan kualitas kinerja pegawai

	7
	Adanya rotasi/relokasi pegawai
	Menyiapkan pegawai menghadapi pekerjaan baru


Pengembangan pegawai mempunyai cakupan makna yang luas. Namun secara umum pengembangan pegawai dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku kerja pegawai sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya.

Dengan demikian, kata kunci dari pengembangan pegawai adalah “rekayasa perilaku” (behaviour engineering). Apa arti rekayasa perilaku ini? Rekayasa perilaku mengundang makna tersirat bahwa perilaku sesungguhnya dapat diubah dan diperbaiki. Perilaku diubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Perilaku dapat diperbaiki dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik. Namun dalam hal ini harus dicatat bahwa perekayasaan perilaku ini harus dilaksanakan secara sadar, baik oleh organisasi maupun oleh pegawai yang bersangkutan.

Apa arti “dilaksanakan secara sadar?” Artinya adalah bahwa proses pengembangan pegawai harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematik, demi mencapai tujuan-tujuan pengembangan itu sendiri.

Hanya saja, pengembangan pegawai ini sering kali disalah-pahami. Pertama, Pengembangan pegawai dianggap hanya dapat dilakukan melalui jalur diklat (pendidikan dan latihan). Ini tidak benar. Pengembangan pegawai dapat dilakukan baik melalui jalur (cara) diklat maupun jalur non diklat. Jalur diklat misalnya berbentuk kegiatan workshop, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Jalur non diklat misalnya dapat berbentuk promosi jabatan, pemberian bonus dan insentif, teguran dan hukuman, dan lain-lain.

Kedua, Pengembangan pegawai harus menunjukkan hasil yang segera diamati (dinikmati). Inipun tidak benar. Pada batas tertentu, pengembangan pegawai memang bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dalam waktu yang segera. Misalnya, sebelum dilatih pegawai sering membuat kesalahan kerja. Sesudah dilatih, tingkat kesalahan kerja berkurang. Ini adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tetapi, kurang realistis jika kita mengharapkan bahwa dengan pendidikan dan pelatihan tersebut, misalnya, laba organisasi akan meningkat segera setelah pendidikan dan pelatihan selesai.

Ketiga, pengembangan pegawai dianggap sebagai pengeluaran dan atau pemborosan. Hal ini tidak benar. Pengembangan pegawai adalah investasi, yang cepat atau lambat akan menghasilkan buah. Jika pendidikan dianggap pemborosan, maka tidak ada perlunya kita sekolah/kuliah. Jika diklat dianggap pemborosan maka tidak perlu organisasi mendidik dan melatih pegawai.
Dalam kaitannya dengan pengembangan pegawai, hal-hal yang relevan untuk dibicarakan adalah yang berhubungan dengan: Kenaikan pangkat, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Tugas Belajar dan Izin Belajar. Di bawah ini akan dijelaskan secara panjang lebar hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Dasar hukum dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PNS adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;  (3) Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah; (5) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; (6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 199/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; (7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; (8) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;  (9) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II; (10) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III;  (11) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;  dan (12) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
Pengertian

Pendidikan dan pelatihan PNS yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Instansi Pembina pendidikan dan pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara; 

Widyaiswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga diklat pemerintah; 

Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar guna meningkatkan kompetensi bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil; 

Diklat prajabatan adalah diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika pegawai negeri sipil serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan pegawai negeri sipil; 

Diklat kepemimpinan adalah diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu; 

Diklat teknis adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan teknis di bidang tertentu bagi pegawai negeri sipil sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebaik-baiknya; 

Diklat fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahun dan/atau keterampilan bagi pegawai negeri sipil sesuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional; 

Pendidikan formal adalah upaya pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan prestasi kerja pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar. 

Tujuan Diklat

Diklat bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; (2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan; (3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. 

Sasaran

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

Pendidikan dan pelatihan PNS yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 
Jenjang dan Jenis Diklat

Jenis dan jenjang diklat terbagi dua:

Diklat Prajabatan 

Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. 

Diklat Prajabatan terdiri dari : 

1. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I 

2. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II 

3. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib disertakan dalam diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. 

CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pesera diklat Prajabatan adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Diklat Dalam Jabatan 

Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan terdiri atas: Diklat kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis.
Diklat kepemimpinan 

Yang selanjutnya disebut DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 

Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural Diklat terdiri dari: 

1. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon IV; 

2. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon III; 

3. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon II; 

4. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon I. 

Diklat Fungsional 

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing Jenis dan jenjang diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan .
Diklat Teknis 

Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanakan tugas PNS. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan jenjang diklat Teknis untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan 

TUGAS    BELAJAR

Dasar aturan yang berkaitan dengan tugas belajar adalah sebagai berikut: (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );  (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437);  (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

Tata Cara Pengiriman Mahasiswa Tugas Belajar

Perguruan Tinggi yang dijadikan tempat belajar bagi mahasiswa tugas belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri dengan Program Studi/Fakultas yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Negeri. 

Program Studi yang dijadikan tempat tujuan tugas belajar adalah Program studi yang keilmuannya dibutuhkan oleh masing-masing Unit Organisasi dan atau Program Studi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan analisa kebutuhan. 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat diusulkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing untuk melakukan test pada Perguruan Tinggi Negeri kepada Bupati/Walikota cq. Kepala BKD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

1. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS); 

2. Fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil (SK PNS); 

3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir; 

4. Fotocopy SK jabatan (bila memangku jabatan); 

5. Fotocopy ijazah terakhir; 

6. Fotocopy transkrip nilai; 

7. Fotocopy Daftar penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir; 
8. Surat ketarangan dari Pimpinan Unit Kerja yang menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai prestasi kerja, dedikasi yang tinggi, disiplin, serta loyalitas dan Program studi/ keilmuan yang dipilih dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. 

Badan Kepegawaian Daerah melakukan seleksi administrasi terhadap calon yang diusulkan untuk mengikuti test atau seleksi. Bagi pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diberikan rekomendasi untuk mengikuti test masuk perguruan tinggi pada perguruan tinggi negeri yang telah ditetapkan atau mengikuti seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. 

Hasil test/seleksi dari Perguruan Tinggi dihimpun oleh BKD untuk penentuan prioritas pengiriman tugas belajar dan penyusunan anggaran tugas belajar pada tahun anggaran berikutnya. 

Pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan tugas belajar dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan bersamaan dengan tahun anggaran dilaksanakan seleksi dan dapat pula dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan anggaran. Pegawai Negeri sipil yang dikirim untuk tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

Syarat Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Diploma I, II dan III (D-I, D-II dan D-III) adalah sebagai berikut:
1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

2. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a); 

3. Berijazah SMA/SMK semua jurusan; 

4. Masa Kerja dan telah bertugas sebagai PNS serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

5. Nilai ijazah rata-rata 7,0 ( tujuh koma nol ); 

6. Lulus seleksi masuk; 

7. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas sebagai PNS setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun (2n + 1); 

8. Usia setinggi-tingginya 27 Tahun; 

9. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Diploma IV (D-IV), Strata 1 (S-1)

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Diploma IV (D-IV), Strata 1 (S-1) adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

2. Pangkat minimal Pengatur (II/c); 

3. Berijazah SLTA sederajat dan Diploma III (D-III) semua jurusan pada sekolah/Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi/memiliki izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan; 

4. Masa Kerja dan telah bertugas sebagai PNS serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

5. Nilai Indeks Prestasi Komulatif serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima). 

6. Lulus seleksi masuk; 

7. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun (2n + 1); 

8. Usia setinggi-tingginya 35 Tahun; 

9. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Strata 2 (S-2)

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Strata 2 (S-2) adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

2. Pangkat minimal Penata Muda (III/a); 

3. Berijazah Strata satu (S1) pada Universitas yang telah terakreditasi/ memiliki izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan; 

4. Masa Kerja dan telah bertugas sebagai PNS serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

5. Nilai Indeks Prestasi Komulatif serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk jurusan eksakta 3,00 (tiga koma nol-nol) untuk jurusan sosial; 

6. Lulus seleksi masuk (Perguruan Tinggi Negeri); 

7. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun (2n + 1). 

8. Usia setinggi-tingginya 35 Tahun. 

9. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Dokter Spesialis atau S-2
Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Dokter Spesialis atau S-2 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

2. Pangkat minimal Penata Muda Tk.I (III/b); 

3. Berijazah Dokter Umum (S.1) pada Universitas yang telah terakreditasi/ memiliki izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional; 

4. Masa Kerja dan telah bertugas sebagai PNS serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

5. Nilai Indeks Prestasi Komulatif serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima). 

6. Lulus seleksi masuk (Perguruan Tinggi Negeri); 

7. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 3 (tiga) tahun (2n + 3); 

8. Usia setinggi-tingginya 40 Tahun; 

9. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Strata 3 (S-3)

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Strata 3 (S-3) adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

2. Pangkat minimal Penata Muda Tk I (III/b); 

3. Berijazah Strata dua ( S2 ) semua jurusan pada Universitas yang telah terakreditasi/ memiliki izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional; 

4. Masa Kerja dan telah bertugas sebagai PNS serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

5. Nilai Indeks Prestasi Komulatif serendah-rendahnya 3.0 (tiga koma nol); 

6. Lulus seleksi masuk (Perguruan Tinggi Negeri); 

7. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun (2n + 1); 

8. Usia setinggi-tingginya 40 Tahun; 

9. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

Izin   Belajar
Tata cara pemberian izin belajar adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi yang dijadikan tempat belajar bagi mahasiswa izin belajar adalah Perguruan Tinggi yang terkareditasi atau mendapat izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; 

2. Program Studi/ Fakultas yang diizinkan adalah program studi/ fakultas yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tidak kelas jauh maupun kelas sabtu - Minggu; 

3. Program Pendidikan yang diambil harus sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan sehari-hari (formasi jabatan) dan sesuai dengan kebutuhan organisasi; 

4. Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan harus mengajukan permohonan Izin belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses kegiatan perkuliahan; 

5. Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk melakukan kegiatan belajar sebelum dikeluarkannya Surat Izin Belajar; 

6. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlebih dahulu telah melaksanakan kegiatan perkuliahan sebelum TMT CPNS-nya, tidak dapat diberikan izin belajarnya; 

7. Kegiatan belajar dilakukan diluar jam kerja dan tidak menggangu tugas-tugas kedinasan; 

8. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak tersedia; 

9. Mengajukan izin tertulis kepada kepala unit kerja yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati/Walikota; 

10. Mendapat izin tertulis dari Kepala Unit Kerja; 

Melengkapi berkas-berkas sebagai berikut : 

a. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri sipil (SK CPNS); 

b. Fotocopy SK pangkat terakhir; 

c. Fotocopy SK jabatan (bila memangku jabatan); 

d. Fotocopy Ijazah terakhir; 

e. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir; 

Surat Pernyataaan yang berisi: 

a. Sanggup menanggung seluruh biaya pendidikan sampai selesai. 

b. Pelaksanaan izin belajar diluar jam kerja tidak menggangu tugas-tugas kedinasan. 

c. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah. 

Kepala Unit Kerja mengajukan permohonan penerbitan surat izin belajar kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala BKD, dengan melampirkan semua persyaratan di atas. 

Syarat Pemberian Izin Belajar

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Diploma II dan III (D-II/D-III) adalah sebagai berikut:
1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

2. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a); 

3. Berijazah SMA/SMK semua jurusan; 

4. Masa Kerja dan telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

5. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

6. Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Diploma IV (D-IV), Strata 1 (S-1)

7. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

8. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 ( dua ) tahun; 

9. Berijazah SMA/SMK Diploma III (D-III) semua jurusan; 

10. Masa Kerja dan telah bertugas sebagai PNS serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

11. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Strata 2 (S-2)

1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

2. Pangkat minimal Pengatur Muda (III/a); 

3. Berijazah Strata 1 (S-1)/ Diploma IV (D-IV) semua jurusan; 

4. Masa Kerja dan telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah  serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

5. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Strata 3 (S-3)

1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 

2. Pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III/b); 

3. Berijazah Strata 2 (S-2) semua jurusan; 

4. Masa Kerja dan telah bertugas sebagai PNS serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; 

5. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dasar aturan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat PNS adalah sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan (3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 

Jenis-Jenis Kenaikan Pangkat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Pasal 18, pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Kenaikan pangkat reguler adalah apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada jabatan, yang ditentukan sampai dengan tingkat pangkat tertentu. Kenaikan pangkat reguler adalah merupakan hak, oleh sebab itu apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat -syarat yang ditentukan pada dasarnya harus dinaikkan pangkatnya, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk menundanya. 

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan pangkat yang disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan juga harus ada jabatan, atau dengan perkataan lain, walaupun seoarang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat umum untuk kenaikan pangkat, tetapi jabatannya tidak sesuai untuk pangkat itu, maka ia belum dapat dinaikan pangkatnya. Tingkat pangkat untuk kenaikan pangkat pilihan dapat ditentukan. Kenaikan Pangkat pilihan bukan hak, tetapi adalah kepercayaan dan penghargaan kepada seseorang Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi ada kemungkinan mendapat kenaikan pangkat pilihan. 

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan dan memberikan kenaikan pangkat, maka perlu ditentukan syarat-syarat keniakan pangkat. syarat-syaratnya antara lain ialah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, jabatan, latihan jabatan dan syarat-syarat obyektif.

Syarat-syarat kenaikan pangkat sebagaimana tersebut diatas merupakan konsekuensi logis dan prinsip adanya pengkaitan yang erat antara pangkat dan jabatan.

Dalam setiap organisasi yang sehat, maka makin tinggi pangkat, makin terbatas jumlahnya, oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemungkinan untuk mencapai pangkat tinggi itu makin terbatas pula.

Kenaikan pangkat bagi PNS secara umum dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu :

1. Kenaikan Pangkat Pilihan

2. Kenaikan Pangkat Reguler

3. Kenaikan Pangkat Anumerta

4. Kenaikan Pangkat Pengabdian

5. Kenaikan Pangkat Prajurit Wajib

Masing-masing jenis Kenaikan Pangkat  tersebut mempunyai sub jenis yaitu :

1. Kenaikan Pangkat Pilihan 

a. PNS yang menduduki jabatan struktural 

b. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu 

c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya 

d. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara 

e. PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara 

f. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah 

g. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu 

h. PNS yang telah selesai dan lulus tugas belajar 

i. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu 

j. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden 

2. Kenaikan Pangkat Reguler

a. bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 

b. bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar 

c. bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induk 

Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Struktural

Dasar Hukum yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Struktural adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

1. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; 

2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden; 

3. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; 

4. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; 

5. Diangkat menjadi pejabat Negara; 

6. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah; 

7. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; 

8. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; 

9. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 

Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki  jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

a. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya; 

b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya (terhitung dari tanggal pelantikan);dan 

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

Ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun  dalam jabatan struktural yang didudukinya  sebagaimana dimaksud, yaitu:

a. Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif. 

b. Bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama. 

PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimilki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi, apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;dan 

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat pada jabatannya, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler berdasarkan ijazah yang dimilikinya sepanjang memenuhi syarat lainnya.

Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki  jabatan struktural:

Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu

Dasar Hukum yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

1. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; 

2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden; 

3. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; 

4. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; 

5. Diangkat menjadi pejabat Negara; 

6. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah; 

7. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; 

8. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; 

9. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;dan 

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

Ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu :

1. Salinan/Fotocopy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

2. Salinan/Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; 

3. Fotocopy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2(dua) tahun terakhir; 

4. Asli penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu. 

5. Salinan/Fotocopy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

6. Salinan/Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; 

7. Fotocopysah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam  

Jabatan Struktural 
Dasar aturan yang berkaitan dengan jabatan structural adalah sebagai berikut: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; dan (4) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. 

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural

Setiap PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

Jabatan karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan tertentu. 

Penetapan Jabatan Struktural 

Jabatan Struktural Eselon I pada Instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Jabatan Struktural Eselon II ke bawah pada Instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

Jabatan Struktural Eselon I ke bawah di Propinsi dan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural 

Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil, 

2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, 

3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan 

4. Semua unsur penilaian prestasi kerja (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, 

5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, 

6. Sehat jasmani dan rohani; dan 

7. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. 

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon II pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon III ke bawah pada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Daerah Kabupaten/Kota.

Pelantikan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditingkatkan eselonnya (dipromosikan ke dalam jabatan struktural yang lebih tinggi), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, wajib dilantik dan diambil kembali sumpah/janji jabatannya.

Pada setiap pengambilan sumpah/janji jabatan dibuat Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tembusan Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan tersebut.

Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian merencanakan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti Diklatpim sesuai dengan persyaratan jabatan struktural yang didudukinya.

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat ke dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan yang pernah atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden. Perpindahan tugas, wilayah kerja, dan perpindahan antar instansi Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas. Secara normal perpindahan jabatan dan/atau perpindahan wilayah kerja dilaksanakan secara teratur antara 2 sampai dengan 5 tahun sejak seseorang Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu/terakhirnya. Dalam hal perpindahan wilayah kerja untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dibebankan kepada instansi yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Perpindahan jabatan struktural antar intansi dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas dilaksanakan dengan cara pindah instansi, dipekerjakan, atau diperbantukan.

Perpindahan antar instansi ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul pimpinan instansi yang memerlukan tenaga Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara:

a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam jabatan eselon yang sama; 

b. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi 

c. Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural kedalam jabatan fungsional atau sebaliknya. 

Pemberhentian Dari Jabatan Struktural

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

1. Mengundurkan diri dari jabatannya, 

2. Mencapai batas usia pensiun, 

3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, 

4. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional, 

5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan, 

6. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, 

7. Adanya perampingan organisasi pemerintah, 

8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani/rohani, 

9. Meninggal dunia, 

Hal-hal lain yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib, apabila dikemudian hari diketemukan dalam keadaan sehat jasmani/rohani maka pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan hilang tersebut dapat diangkat kedalam jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat sesuai persyaratan jabatan. Hak-hak kepegawaian selama dinyatakan hilang sampai dengan diketemukan kembali diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemberhentian dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Perangkapan Jabatan 

Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural lain maupun jabatan fungsional Rangkap jabatan hanya diperbolehkan apabila ketentuan perangkapan jabatan tersebut diatur dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, misalnya jabatan struktural tertentu di lingkungan Kejaksaaan Agung yang tugas pokoknya berkaitan erat di bidang penuntutan dapat dirangkap oleh pejabat fungsional Jaksa.

Tunjangan Jabatan Struktural

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural berhak mendapatkan tunjangan jabatan struktural setiap bulan sesuai dengan tingkat eselonnya. Besarnya tunjangan jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Presiden, tunjangan jabatan struktural diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah pelantikan.

Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan mulai bulan berikutnya sejak Pegawai Negeri Sipil:

1. Diberhentikan dari jabatan struktural diberhentikan sementara, 

2. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, 

3. Menjalani cuti besar, 

4. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan, dan 

5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dalam hal ini tunjangan jabatan struktural dihentikan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dihentikan dari jabatannya. 

Jabatan Fungsional 
Dasar aturan yang berkaitan dengan jabatan fungsional adalah sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; (2) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan (3) Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Tanggal 9 Juli 1988. 

Penetapan Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, 

2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, 

3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan: 

4. Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian, 

5. Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan. 

Pelaksanaan tugas bersifat mandiri. 

Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.
Angka Kredit Jabatan Fungsional

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanan tugas utama. Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang.

Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam  enetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional.

Tim Penilai Angka Kredit

Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing.

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas :

Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV. 

Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III. 

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah:

1. Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, 

2. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan, 

3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku, 

4. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan, 

5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 

Kenaikan Jabatan

Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir, 

2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, 

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 

Kenaikan Pangkat

Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, 

2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi, 

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 

Jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional Ahli.

Pembebasan dari Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, atau 

2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, 

3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya, 

4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau 

5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. 

Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila:

a. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin, 

b. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional, 

c. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan, 

d. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan, 

e. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

f. Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki.

Penghentian dari Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang telah mempunyai kekuatan tetap. 

b. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

c. Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam rumpun-rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999.
Daftar Jabatan Fungsional
Rumpun Jabatan Fungsional

	No
	JABATAN FUNGSIONAL
	INSTANSI PEMBINA
	RUMPUN JABATAN

	1.
	Adikara Siaran
	Dep. Keuangan
	-

	2.
	Administrator Kesehatan
	Departemen Kesehatan
	Kesehatan

	3.
	Agen
	Badan Intelejen Negara
	Penyidik dan Detektif

	4.
	Analis Kepegawaian
	Badan Kepegawaian Negara
	Manajemen

	5.
	Andalan Siaran (AS)
	Dep. Keuangan
	-

	6.
	Apoteker
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	7.
	Arsiparis
	Arsip Nasional Republik Indonesia
	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

	8.
	Asisten Apoteker
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	9.
	Auditor
	BPK dan BPKP
	Akuntan dan Anggaran

	10.
	Bidan
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	11.
	Diplomat
	Dep. Luar Negeri
	-

	12.
	Dokter
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	13.
	Dekter Gigi
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	14.
	Dosen
	Dep. Pendidikan Nasional
	Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi

	15.
	Epidemiologi Kesehatan
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	16.
	Entomolog Kesehatan
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	17.
	Fisioterapis
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	18.
	Guru
	Dep. Pendidikana Nasional
	-

	19.
	Inspektur Ketenagalistrikan
	Dep. Energi dan Sumberdaya  Mineral
	Pengawas Kualitas dan Keamanan

	20.
	Inspektur Minyak dan Gas Bumi
	Dep. Energi dan Sumberdaya  Mineral
	Pengawas Kualitas dan Keamanan

	21.
	Inspektur Tambang
	Dep. Energi dan Sumberdaya  Mineral
	Pengawas Kualitas dan Keamanan

	22.
	Instruktur
	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pendidikan lainnya

	23.
	Jaksa
	Kejaksaan Agung
	-

	24.
	Medik Veteriner
	Dep. Pertanian
	Ilmu Hayat

	25
	Nutrisionis
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	26.
	Okupasi Terapis
	Dep. Kesehatan
	Kesehatan

	27.
	Operator Transmisi Sandi
	Lembaga Sandi Negara
	Kesehatan

	28.
	Ortosis Prostesis
	Departemen Kesehatan
	Operator alat-alat dan elektronik

	29.
	Pamong Belajar
	Dep. Pendidikan Nasional
	Pendidikan Lainnya

	30.
	Pamong Budaya
	Dep. Kebudayaan dan Pariwisata
	Penerangan dan Seni Budaya

	31.
	Paramedik Veteriner
	Dep. Pertanian
	Ilmu Hayat

	32.
	Pekerja Sosial
	Dep. Sosial
	Ilmu Sosial dan yang berkaitan

	33.
	Pemeriksa Bea dan Cukai
	Dep. Keuangan
	Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

	34.
	Pemeriksa Merk
	Dep. Kehakiman dan HAM
	Hak Cipta, Paten dan Merek

	35.
	Pemeriksa Pajak
	Dep. Keuangan
	Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

	36.
	Pemeriksa Paten
	Dep. Kehakiman dan HAM
	Hak Cipta, Paten dan Merek

	37.
	Peneliti
	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
	Matematika, Statistika dan yang berkaitan

	38.
	Penera
	Dep. Perdagangan
	Pengawas Kualitas dan Pengawas

	39.
	Penerjemah
	Sekneg
	Manajemen

	40.
	Pengamat Gunung Api
	Dep. Energi dan Sumberdaya  Mineral
	Fisika, Kimia dan yang berkaitan

	41.
	Pengamat Meteorologi dan Geofisika
	Badan Meteorologi dan Geofisika
	Fisika, Kimia dan yang berkaitan

	42.
	Pengantar Kerja
	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Ilmu Sosial dan yang berkaitan

	43.
	Pengawas Benih Ikan
	Dep. Kelautan dan Perikanan
	Ilmu Hayat

	44.
	Pengawas Benih Tanaman
	Dep. Pertanian
	Ilmu Hayat

	45.
	Pengawas Bibit Ternak
	Dep. Petanian
	Ilmu Hayat

	46.
	Pengawas Farmasi dan Makanan
	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	Pengawas Kualitas dan Keamanan

	47.
	Pengawas Keselamatan Pelayaran
	Dep. Perhubungan
	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat

	48.
	Pengawas Ketenagakerjaan
	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pengawas Kualitas dan Keamanan

	49.
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
	Dep. Petanian
	Ilmu Hayat

	50.
	Pengawas Mutu Pakan
	Dep. Petanian
	Ilmu Hayat

	51.
	Pengawas Perikanan
	Dep. Kelautan dan Perikanan
	Ilmu Hayat

	52.
	Pengawas Radiasi
	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
	Fisika, Kimia dan yang berkaitan

	53.
	Pengwas Sekolah
	Dep. Pendidikan Nasional
	Pendidikan lainnya

	54.
	Pengendalian Dampak Lingkungan
	Kementrian Negara Lingkungan Hidup
	Ilmu Hayat

	55.
	Pengendali Ekosistem Hutan
	Dep. Kehutanan
	Ilmu Hayat

	56.
	Pengendali Frekuensi Radio
	Dep. Perhubungan
	Operator alat-alat optik dan elektronik

	57.
	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
	Dep. Kelautan dan Perikanan
	Ilmu Hayat

	58.
	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
	Dep. Petanian
	Ilmu Hayat

	59.
	Penggerak Swadaya Masyarakat
	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Ilmu Sosial dan yang berkaitan

	60.
	Penghulu
	Dep. Agama
	Keagamaan

	61.
	Penguji Kendaraan Bermotor
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